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I 

PENDAHULUAN 

 

MANAJEMEN KEMITRAAN MULTISTAKEHOLDER  

DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

 

 

 

Sebagai respon dari permasalahan global yang terjadi 

di seluruh dunia, pada bulan September tahun 2000 telah 

dilaksanakan Deklarasi Pembangunan atau yang disebut 

Millennium Development Goals (MDGs) yang merupakan hasil 

kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara 

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Target Millennium 

Development Goals (MDGs) adalah tercapai kesejahteraan 

rakyat dan pembangunan masyarakat pada tahun 2015. 

Delapan Tujuan pembangunan milenium atau MDGs tersebut 

meliputi: menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, 

mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong 

kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, 

menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan 

ibu, memerangi HIV/AIDS, Malaria, dan penyakit menular 

lainnya, memastikan kelestarian lingkungan hidup, 

membangun kemitraan global untuk pembangunan. 

Sekarang adalah era Sustainable Development Goals 

(SDGs) yang merupakan pengembangan dari MDGS  memiliki 

tujuan lebih komprehensif dan beragam, yaitu 17 tujuan, 169 

target dan 230 indikator yang harus diselesaikan pada tahun 

2030.  SDGs memiliki 5 Pilar utama pembangunan yaitu 
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II 

 

LANDASAN AGAMA, LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN 

PSIKOLOGIS DAN LANDASAN TEORITIS PELAKSANAAN 

MANAJEMEN KEMITRAAN MULTISTAKEHOLDER  

DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

 

 

 

1. Landasan Agama 

Sebagai mahluk sosial, manusia saling tergantung dan 

saling membutuhkan. Terutama dalam memenuhi 

keperluannya dan meningkatkan taraf hidupnya. Fitrah ini 

lah yang ditegaskan oleh Islam. Islam memerintahkan untuk 

saling tolong menolong dalam kebaikan, menganjurkan 

untuk memperluas jaringan dan silaturahmi yang dilandasi 

niat mulia. Banyak ayat dalam Al Quran yang memerintahkan 

untuk berbuat baik kepada sesama, Salah satunya dalam 

surat Al Qashas (QS 28: 7) 

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah 

kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) 

duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 

sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan 

janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

berbuat kerusakan. 

Selain berbuat baik seperti yang dimaksud ayat diatas, 

seorang muslim juga mempunyai kewajiban atas hartanya 
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III 

 

SISTEM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  

MELALUI KEMITRAAN MULTISTAKEHOLDER 

 

 

 

Pemberdayaan masyarakat yang selama ini telah 

dilaksanakan oleh berbagai pihak belum memberikan hasil 

yang diharapkan. Hal ini terjadi karena pemberdayaan 

masyarakat yang dilaksanakan bersifat parsial, tidak 

membangun sistem, lemahnya sinergitas antara semua 

lembaga, pendekatan maupun sasaran yang kurang tepat 

serta belum optimalnya tata kelola program kemitraan ini 

seperti tidak berdasarkan analisis potensi dan kebutuhan 

masyarakat serta analisis lingkungan.  Perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian program belum 

sesuai dengan yang semestinya. Belum optimalnya upaya 

pemberdayaan masyarakat ini berdampak terhadap 

masyarakat sasaran yang semakin tergantung kepada 

bantuan dari pihak lain, dan menjadikan masyarakat tidak 

mandiri. 

Agar semua pihak yang bermitra berperan sesuai 

peran dan fungsinya maka diperlukan manajemen kemitraan 

untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat yang sesuai 

dengan tujuan berbagai lembaga tersebut yaitu menjadikan 

masyarakat miskin menjadi berdaya, mandiri dan akhirnya 

menjadi masyarakat madani.   

Berdasarkan Teori Pemberdayaan menurut 

Kindervatter (1979: 13) ò�����������������������������������
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IV 

 

KONDISI, POTENSI DAN KEUNGGULAN KEMITRAAN 

MULTISTAKEHOLDER ANTARA PERGURUAN TINGGI, 

PERUSAHAAN DAN PEMERINTAH 

   

   

 

Kemitraan multistakeholder antara Perguruan tinggi, 

Perusahaan dan Pemerintah merupakan sinergitas program 

pemberdayaan masyarakat dari berbagai lembaga. Pola 

kemitraan ini memberikan pengaruh mutualisme terhadap 

berbagai pihak, baik terhadap pihak yang bermitra juga 

terhadap masyarakat sasaran. Kelemahan-kelemahan yang 

dimiliki oleh pihak tertentu dapat ditutupi oleh pihak yang 

lainnya dan setiap lembaga yang bermitra melaksanakan 

fungsi pengawasan sehingga masing-masing fihak dapat 

mengevaluasi dan melaksanakan perbaikan program secara 

bersama. 

Pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan 

multistakeholder antara Perguruan Tinggi-Pemerintah dan 

perusahaan merupakan salah satu alternatif dan dianggap 

lebih baik karena program pemberdayaan masyarakat yang 

dikembangkan sebagai sebuah sistem yang lebih 

komprehensif dengan partisipasi semua stakeholder. 

Perencanaan program berdasarkan kajian di masyarakat, 

sehingga manfaat program dapat langsung dirasakan oleh 

masyarakat karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Selain itu program yang dikembangkan dirancang secara 

bersama dan berkelanjutan khususnya dalam mendorong 
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V  

 

STRATEGI PROGRAM KEMITRAAN MULTISTAKEHOLDER 

ANTARA PERGURUAN TINGGI, PERUSAHAAN DAN 

PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  

 

   

 

Pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan 

multistakeholder antara Perguruan tinggi-Perusahaan dan 

Pemerintah berkembang dari semangat untuk mewujudkan 

pembangunan berkelanjutan, dengan prinsip kesejajaran, 

sinergitas dan berkelanjutan. Agar pelaksanaan kemitraan 

tersebut efektif maka diperlukan strategi. Menurut 

Mulyasana. D. (2011: 217) Strategi merupakan rencana 

jangka panjang yang dikembangkan secara detail dalam 

bentuk taktik yang bersifat operasional disertai target-target 

dengan langkah yang terukur. Strategi diperlukan sebagai 

cara untuk mengemas sesuatu menjadi lebih efisien, efektif 

dan produktif. 

Strategi Program Kemitraan multistakeholder dalam 

pemberdayaan masyarakat sebaiknya direncanakan secara 

bersama oleh semua lembaga mitra dan dituangkan dalam 

grand desain program pemberdayaan masyarakat, sehingga 

semua lembaga mitra dapat berperan dan berkontribusi. 

Untuk efektifitas pelaksanaan program kemitraan ini 

dilaksanakan melalui pembagian peran dan tanggung jawab 

sebagai berikut : 

  



 

58 

VI 

 

MANAJEMEN KEMITRAAN MULTISTAKEHOLDER ANTARA 

PERGURUAN TINGGI, PEMERINTAH DAN PERUSAHAAN  

 

 

 

Kemitraan multistakeholder antara Perguruan Tinggi, 

Pemerintah dan Perusahaan dalam Pemberdayaan 

masyarakat merupakan wujud dari sinergitas, sinkronisasi 

dan peningkatan kerja sama dari berbagai lembaga yang 

bermitra dalam pembangunan masyarakat. Pemberdayaan 

masyarakat adalah pembangunan yang menempatkan 

manusia sebagai subjek dengan mengaktualisasikan semua 

potensi dan budaya lokal untuk meningkatkan kualitas hidup 

dan kesejahteraan masyarakat sehingga hasil pembangunan 

dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.  

Kemitraan multistakeholder antara Perguruan tinggi 

Perusahaan dan Pemerintah dalam pemberdayaan 

masyarakat dibangun secara sistematis dan komprehensif, 

yang berfokus kepada masyarakat sasaran, berdasarkan 

partisipasi semua lembaga mitra melalui program yang 

berkelanjutan. Oleh karena itu program kemitraan antara 

perguruan tinggi-pemerintah dan perusahaan yang 

dilaksanakan disesuaikan dengan prinsip kemitraan yaitu 

berdasarkan: 

1. Kesamaan visi-misi; Sistem kemitraan yang dibangun 

atas dasar kesamaan visi dan misi dan tujuan jangka 

panjang yaitu memberdayakan dan memandirikan 

masyarakat. Kesamaan dalam visi dan misi dari semua 
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VII 

 

PERAN, FUNGSI DAN MANFAAT KEMITRAAN 

MULTISTAKEHOLDER ANTARA PERGURUAN TINGGI, 

PERUSAHAAN DAN PEMERINTAH DALAM 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

 

 

 

Untuk melaksanakan kemitraan multistakeholder 

antara Perguruan tinggi, perusahaan, dan pemerintah dalam 

pemberdayaan masyarakat yang efektif, diperlukan 

manajemen kemitraan. Manajemen Kemitraan menyangkut 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring 

dan evaluasi yang dilakukan secara bersama-sama. 

Melalui manajemen kemitraan tersebut masing-masing 

pihak yang bermitra dapat melakukan peranan sesuai 

dengan tugas dan wewenangnya.  Hal ini sesuai dengan 

pendapat Soerjono Soekanto (1982: 26) yang 

mengemukakan, bahwa peranan (role) merupakan aspek 

dinamis dari suatu kedudukan (status). Maka suatu peranan 

akan mencakup tiga hal yaitu: 

1. Peranan adalah meliputi norma-norma yang 

dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang 

atau sekelompok orang dalam masyarakat. 

2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat 

dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai 

organisasi. 

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perikelakuan 

individu yang penting bagi struktur sosial. 
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